BAB 11
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEWENANGANNYA

A. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping
Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga
UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk
MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara
modern abad ke-20."

Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantahan
amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (yang
untuk selanjtunya disebut MK). Lembaran sejarah pertama salah
satu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dibuka dengan
disetujuinya pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD
1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun
2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)
dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November

2001.

1 Janedjri M Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 5.
27
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Kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan MK diidealkan
sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution) dan sekaligus penafsir konstitusi (the interpreter of the
constitution). Menurut Jimly Asshiddigie, MK sebagaimana yang
diadopsi dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu:
Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai
pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong,
mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945
dijalankan dengan sebaikbaiknya oleh penyelenggara negara dan
subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya ijalankan dengan benar dan
bertanggung jawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai
penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi,
satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang
kedua ini MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau
kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945.*

Berdasarkan pemaparan materi tentang kedudukan dan fungsi
MK di atas, maka dapat disimpulkan, kedudukan dan peranan

Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam

12 Soimin, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,

(Yogyakarta: Ull Press, 2013), h. 51.
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sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah
Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan
kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun
pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem
kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan
kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sentral
sekaligus rawan terhadap interfensi atau pengaruh kepentingan
politik.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia berada di bidang yudikatif berdiri sendiri dan
terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan
bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk

mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya
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sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD (judicial
review) secara teoritik maupun secara praktik dikenal dengan dua
macam Vyaitu: pengujian formal (formele toetsingsrecht) dan
pengujian secara materil (meteriele toetsingsrecht). Pengujian
secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk
legislative dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah
suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
Sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk
menyelidiki atau menilai apakah suatu peraturan perundang-
undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih
tinggi.™

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi

menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka

3 Dri Utari Christina Rachmawati, Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI,

(Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), h. 425.
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menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
Kewenangan  konstitusional ~Mahkamah  Konstitusi  untuk
melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan
semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat
keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan
Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling
mengoreksi kinerja antar lembaga negara.'* Mahkamah Konstitusi
dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana
dan cepat.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”"

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada

empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang

¥ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori
dan Praktik" Jurnal Konstitusi, Vol 8 No 6 (Desember 2011), Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, h. 849.

1> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24. Tentang Kekuasaan Kehakiman
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telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI
1945, yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.'®

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah
Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas
putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan
lain.

Kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-
undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final
dapat diuji material (judicial review) dan uji formil (prosedural)

oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.

18 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24C. Tentang Kekuasaan Kehakiman
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Ketentuan-ketentuan ~ baru  yang mengatur  kekuasaan
membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi
di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan
undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu
yang telah final. Namun, undang-undang tersebut masih dapat
dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh
segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu
bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya misalnya
melanggar pasal-pasal UUD NRI 1945.%

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil.
Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi
undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila
yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya. UUD 1945
memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal
konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang
sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab,
UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang

berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan,

" Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 111.
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kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin
terselenggaranya konstitusionalitas hukum.®

Berdasarkan pemaparan materi tentang kewenangan MK di atas,
maka dapat disimpulkan, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-

Undang Dasar.

Kewenangan MK Sebagai Landasan Hukum Mengikat

Bicara soal sifat final dan mengikat (final and binding) dalam
suatu putusan, maka Kkita dapat merujuk pada sifat final dan
mengikat suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Menjatuhkan

putusan final adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur

18 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta:MKRI, 2009), h. 9.
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dalamPasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”):
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*®

Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK
ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).
Jadi akibat hukumnya secara umum tidak ada upaya hukum lain
yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, semantara sifat
mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para
pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1. Pengertian Putusan
Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan
keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim

berdasarkan alat buktu dan keyakinannya. Menurut Gustaf

9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi
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Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung idee des recht
atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum
dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif
memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu
penemuan-penemuan hukum baru (recht vinding).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim
sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam
persidangan  dan  bertujuan untuk  mengakhiri  atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus
didasarkan pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat
bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat
bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim
dalam memutus perkara tindak pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang
terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang

menjadi  dasar putusan apakah putusannya menolak
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permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan
dikabulkan.”
3. Isi Putusan
Pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi diatur mengenai substansi putusan sebagai berikut:*
a. Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
1) Kepala putusan  berbunyi "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2) Identitas pihak;
3) Ringkasan permohonan;
4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
persidangan;
5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6) Amar putusan; dan
7) Hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan

panitera.

2 1lmu Hukum, "Putusan Mahkamah Konstitusi". ....., (Diunduh Tanggal 22
Februari 2018)

21 Jimly Asshiddigqgie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undangi, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2006), 281.



Ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
berikut ;%2
a. Permohonan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard)

Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK
diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan
tidak dapat diterima, yaitu: “Dalam hal Mahkamah
Konstitusi  berpendapat bahwa Pemohon dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan
menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”?®
Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (niet
ontvantkelijk verklaard) adalah Putusan Perkara Nomor
031/PUU-1V/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun

1945, dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI), dan KPI sebagai Pemohon tidak dirugikan

22 Janedjri M Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ....., 140.
2 Jimly Asshiddigqie, Hukum Acara ....., 310.
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hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya
UU Penyiaran.

Secara singkat uraian perkara dan pertimbangan yang
dikemukakan dalam putusan perkara yang menjadi
pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, yaitu
bahwa KPI yang diwakili oleh delapan orang anggotanya
mengajukan permohonan pengujian UU kepada Mahkamah
Konstitusi. Pemohon tersebut mendalilkan bahwa Pasal 62
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut telah menghilangkan
independensinya KPI, khusunya ketentuan Pasal 62 ayat (1)
dan ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa
“aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan

2

Pamerintah.” Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
pasal-pasal yang diujikan tersebut terdapat dalam UU yang
membentuk dan melahirkan KPI, sehingga tidak mungkin

menimbulkan kerugian bagi kewenangan KPI sendiri. Untuk

itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat KPI sebagai lembaga



negara yang merupakan “produk” atau sebagai “anak
kandung” undang-undang itu, tidak mempunyai kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap
undang-undang yang melahirkannya. Permohonan pengujian
oleh KPI sama halnya dengan mempersoalkan eksistensi
atau keberadaannya sendiri. Oleh karena itu, permohonan
dinyatakan tidak dapat diterima.
b. Putusan Ditolak (Ontzigd)

Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang
menyatakan permohonan ditolak, yaitu: ”Dalam hal undang-
undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik
mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau
keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan
ditolak.”**

Salah satu contoh putusan yang amar putusannya adalah
menolak permohonan para pemohon karena permohonan

pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam Perkara

# Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi
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Nomor 009-014/PUU-111/2005 perihal Pengujian UU Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD

Negara RI Tahun 1945.374 Secara singkat uraian perkara

dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam

putusan perkara yang menjadi pertimbangan Mahkamah

Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon ditolak.”®
c. Permohonan Dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK
diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan
dikabulkan, yaitu: ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan
menyatakan permohonan dikabulkan.”

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan
Nomor 11/PUU-VI11/2010 perihal Pengujian UU Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
terhadap UUD Negara Rl Tahun 1945, tanggal 18 Maret

2010, dimana pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu.

% Janedjri M Gaffar, Hukum Acara ....., 138.



Apakah yang menjadi akibat hukum putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang? Menurut
ketentuan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum”. Pasal 49 menentukan, “Mahkamah
Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para

pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak putusan ducapkan”?®

Ketentuan Pasal 49 tersebut, Mahkamah Konstitusi selama
ini telah mentradisikan kebiasaan bahwa (i) putusan dibacakan
dengan dilengkapi oleh dua buah layar monitor lebar di dalam
ruangan sidang dan di luar ruangan sidang, sehingga semua
penggunjung dapat mengikuti dengan seksama rumusan
kalimat-kalimat putusan yang sedang dibacakan oleh majelis
hakim; dan (ii) Salianan putusan langsung dibagikan kepada
pihak-pihak dalam sidang Mahkamah Konstitusi, yaitu segera
setelah sidang pleno pembacaan keputusan selesai ditutup oleh
ketua sidang.

Putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim,

setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau

% Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi
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pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus
diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat,
musyawarah ditunda sampai rapat Pemusyawaratan Hakim
(RPH) berikutnya. Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa dalam sidang
permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara
abstain.?’

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atau pengambilan
putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH) harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam
kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang
hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 (delapan) orang hakim

konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil mufakat, terdapat

27 Janedjri M Gaffar, Hukum Acara ....., 55
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kemungkinan perbandingan dalam pengambilan putusan adalah
4 (empat) berbanding 4 (empat).?®

Pengambilan putusan, Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis
Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda
memang dimungkinkan, dan dalam praktek sering terjadi,
karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika
musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
Dissenting Opinion dan Concurent Opinion. Dissenting Opinion
adalah pendapat berbeda dari sis substansi yang mempengaruhi
amar putusan. Sedangkan Concurent opinion adalah alasan
berbeda tetapi pendapat sama yang mempengaruhi amar
putusan.

Perbedaan dalam Concurent Opinion adalah perbedaan

pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.

% Janedjri M Gaffar, Hukum Acara....., 56.
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Concurent Opinion karena isinya berupa pertimbangan yang
berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan
secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan
satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar
putusan.?®

Dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang
memepengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan.
Dissenting  Opinion  merupakan salah  satu  bentuk
pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda
pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui
secara menyeluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah
Konstitusi.

Dissenting opinion tidak mempengaruhi kekuatan hukum
putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi
yang diambil secara mufakat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi
tanpa perbedaan memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang
dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang
diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 (lima)

berbanding 4 (empat).

% Janedjri M Gaffar, Hukum Acara ....., 58.
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Praktek putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan
dissenting opinion mengalami beberapa perubahan. Pertamakali,
dissenting ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum
Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti
dengan mara putusan. Pada perkembangannya, penempatan
demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang
membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru baca
amar putusan yang tentu bertolak belakang. Terlebih lagi
apabila dissenting tersebut cukup banyak sebanding dengan
pertimbangan hukum hakim mayoritas. Oleh karena itu,
penempatan dissenting tersebut kembali diubah, yaitu setelah
amar putusan tetapi sebelum bagian penutup tanda tangan
hakim konstitusi serta panitra pengganti. Saat ini, dissenting
ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi

namun sebelum nama dan tanda tangan panitra pengganti.*

% Jimly Asshiddigqie, Hukum Acara Pengujian ......, 312.



